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Abstrak
 

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) lahir dari adanya

pendelegasian kewenangan mengatur yang timbul dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dimana pada

ketentuan Pasal 22A UUD 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan undang-

undang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi muatan mengenai

mekanisme teknis formil pembentukan undang-undang bukanlah materi muatan UUD 1945 sebagai

konstitusi Republik Indonesia. Hal tersebut pun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan memperoleh

dukungan dari teori konstitusi yang menyatakan bahwa materi muatan konstitusi senantiasa berisikan hal

yang pokok dan penting. Misalnya seperti jaminan hak asasi manusia maupun norma fundamental

ketatanegaraan seperti pengaturan tugas, fungsi, dan pengisian lembaga utama negara. Meskipun demikian

pada konteks Indonesia materi muatan tentang pembentukan undang-undang yang diatur di dalam UUP3

tersebut memiliki signifikansi dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. Sebab sejak

amandemen ketiga UUD 1945, Republik Indonesia telah membentuk lembaga negara baru berupa

Mahkamah Konstitusi yang salah satu wewenangnya adalah untuk melakukan pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945. Akan tetapi bentuk pengujian undang-undang tersebut tidaklah dibatasi dalam artian

materil semata atau juga dalam segi formil. Pada praktiknya sejak berdiri pada 2003 yang lalu, Mahkamah

Konstitusi secara kontinu menerima dan memutus pengujian materil maupun formil konstitusionalitas

undang-undang. Sehubungan dengan pelaksanaan pengujian formil konstitusionalitas undang-undang ini lah

UUP3 akhirnya memiliki signifikansi untuk diberikan kedudukan sebagai tolok ukur dalam pengujian

tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengaturan terkait pembentukan undang-undang di dalam

UUD 1945. Meskipun UUD 1945 telah menetapkan sejumlah landasan berpikir dan prinsip proses

pembentukan undang-undang, akan tetapi UUD 1945 tidaklah mengatur mengenai ketentuan metode dan

teknis formil pembentukan undang-undang. Sebab hal tersebut memang bukanlah materi muatan UUD 1945

secara teoretik. Dengan demikian UUP3 khusus dalam konteks pengujian formil konstitusionalitas undang-

undang harus digunakan sebagai tolok ukur dalam pengujian tersebut. Karena jika hal tersebut tidak

diterapkan maka sudah barang tentu Mahkamah Konstitusi akan mengalami kesulitan dalam memutus

permohonan pengujian formil konstitusionalitas undang-undang yang diterimanya. Pandangan tersebut pun

memperoleh dukungan dari sejumlah teori hierarki norma, judicial review, maupun pendekatan konsep

pendelegasian kewenangan mengatur. Selain itu pada praktiknya terdapat sedikitnya 22 (dua puluh dua)

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan UUP3 dalam kedudukannya sebagai tolok ukur dalam

pengujian formil konstitusionalitas undang-undang.

......The Law on the Establishment of Legislation (UUP3) was emerged from the delegation of regulatory

authority arising from the provisions of Article 22A of the 1945 Constitution. Where the provisions of
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Article 22A of the 1945 Constitution stipulate that further provisions regarding the formation of laws are

regulated by law. This shows that the content material regarding the formal technical mechanism of forming

laws is not the content material of the 1945 Constitution as the constitution of the Republic of Indonesia.

This is also based on the results of the analysis that has been carried out to obtain support from

constitutional theory which states that constitutional content material always contains basic and important

matters. For example, such as guarantees of human rights and constitutional fundamental norms such as the

arrangement of tasks, functions, and the filling of the main state institutions. Nevertheless, in the Indonesian

context, the content material regarding the formation of laws regulated in the UUP3 has significance in

examining the constitutionality of laws in Indonesia. Because since the third amendment to the 1945

Constitution, the Republic of Indonesia has established a new state institution in the form of the

Constitutional Court, one of whose powers is to review laws against the 1945 Constitution. In practice, since

its establishment in 2003, the Constitutional Court has continuously accepted and decided on material and

formal reviews of the constitutionality of laws. In connection with the implementation of the formal review

of the constitutionality of laws, the UUP3 finally has the significance of being given a position as a

benchmark in this review. This is caused by the lack of regulation regarding the formation of laws in the

1945 Constitution. Although the 1945 Constitution has stipulated a number of rationale and principles for

the process of forming laws, the 1945 Constitution does not regulate provisions regarding formal methods

and techniques for forming laws. This is because it is not theoretically content material of the 1945

Constitution. Thus the UUP3 in the context of formal review of the constitutionality of laws must be used as

a benchmark in this review. Because if this is not implemented, of course the Constitutional Court will

experience difficulties in deciding the application for a formal review of the constitutionality of the law it

receives. This view has also received support from a number of normative hierarchical theories, judicial

review, as well as the delegation of regulatory authority concept approach. Besides that, in practice there are

at least 22 (twenty two) Constitutional Court Rulings that use UUP3 in its position as a benchmark in the

formal review of the constitutionality of laws.


